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ABSTRAK

Alhilal Hamdi,Abdi,Nurbiah Tahir,Kebijakan Electronic Government Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang

kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau
pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah
publik yang actual dan fiktif. E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan
publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi media informasi
dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik
kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembagapemerintahan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan elektronik Government dari segi
komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan public di dinas kependudukan dan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang.
penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.Adapun jumlah informan dalam
penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan menggunakan Trigulasi Sumber, Metode dan Waktu. Pemilihan informan
berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan,
dan informan tersebut mengetahui masalah yang penulis teliti

Hasil menunjukkan bahwa kebijakan electronic government dalam
penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten
Enrekang yang dilihat dari aspek:1) Komunikasi, kebijakan electronic government
dalam penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dimana komunikasi
yang dilakuakan itu sangat penting sebagai sifat transparansi kepada masyarakat.2)
sumber daya, kebijakan electronic government dalam penyelengaraan pelayanan
pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang sudah baik
dengan adanya pengembangan dan pelatihan yang diberikan sehingga meningkatkan
kinerjanya.3) Disposisi, kebijakan electronic government dalam penyelengaraan
pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup
baik dari segi sikap dan tanggung jawabnya.4) struktur Birokrsi, kebijakan electronic
government dalam penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan
pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup baik dalam sumber informasi bagi pimpinan
atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.

Kata Kunci :Kebijakan Publik, E-Government
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teknologi informasi berkembang di Indonesia  namun
pengimplementasiannya di instansi — instansi pemerintahan dimulai sejak

dikeluarkannya kebijakan padatahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6
tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi
telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses
demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government
yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui e-government Prakoso (2020).

Globalisasi adalah fenomena di mana negara-negara secara langsung
maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi yang jauh
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Hal ini
berdampak pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang
berkembang secara cepat sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara
yang lebih efesien dan efektif untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang
dan jasa dalam sektor pemerintah yang lekat dengan istilah pelayanan publik.

Berkembangnya teknologi informasi ini telah membawa perubahan dalam pola



berpikir masyarakat serta persepsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
dan pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak
terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah
membawa tuntutan yangbesar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai
penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam
melaksanakan tugas kepemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan
terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan, sehingga
mendorong  pemerintah  untuk melaksanakan sebuah konsep tata
kepemerintahan baik yang lazim disebut dengan good governance.

E-government merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi
informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi antara pemerintah,
masyarakat, dunia bisnis dan pihakpihak lain yang berkepentingan untuk
memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Pada tahun 2003, pemerintah
mengeluarkan INPRES no. 3 tahun 2003 sebagai upaya lanjutan untuk
mendukung penerapan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan
menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan e-government adalah
untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan
pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-government menjelaskan bahwa e- government



merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan
yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-
government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di
lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
informasi.

E-government di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 melalui
Instruksi Presiden No. 6 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika,
yang menetapkan bahwa pejabat pemerintah harus menggunakan teknologi
informasi untuk mendukungpemerintahan yang baik dan mempercepat proses
demokrasi. Selain itu, mengenai e- government, pada tahun 2003 Presiden
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jaksa Agung, Gubernur
Jenderal, dan Walikota dari Bupati Indonesia dan Republik Indonesia
mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenangnya  masing-masing  untuk  melaksanakan ~ pembangunan
egovernmentnasional Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, (2016).

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan
pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah
kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan
selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar

secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Namun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai
kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data
kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena
disebabkan kurang detailnya datadata mengenai penduduk. Seperti yang
terdapat di Kabupaten Enrekang, ditemukannya berbagai identitas ganda
dengan nomor identitas yang berbeda pula di Kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah
dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
merasa perlu menggantinya dengan sebuah inovasi yang baru. Inovasi baru itu
tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk
melengkapi data kependudukan Hisbani et al.,( 2015)

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik
yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
bertanggung jawab memberikan pelayanan terkait pengurusan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau akta kelahiran kepada masyarakat, dan permintaannya
terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat selalu meminta birokrat untuk
memberikan pelayanan publik yang baik, meskipun kebutuhan tersebut
seringkali tidak memenuhi harapan, karena pelayanan publik yang terjadi pada
kenyataannya masih rumit, lambat, mahal dan melelahkan. Alasan tren ini
adalah masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani daripada

pihak yang dilayani. Masih banyak masyarakat yang tidak puas dan



mengeluhkan pelayanan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang. Banyak warga yang mengeluhkan layanan ini, salah satunya
layanan KTP elektronik, karena petugas tidak tepat waktu di loket antrian.
Masalah selanjutnya adalah keterlambatan pencetakan KTP karena koneksi
jaringan yang buruk.

Pelayanan publik atau pemerintah itu sendiri sebagai salah satu
pelaksana administrasi sekurang-kurangnya memiliki etika pelayanan
administrasi yang baik untuk tetap selalu menjaga citra yang baik di mata
masyarakat karena sikap tertentu dari seorang administrator terhadap penerima
pelayanan ikut menentukan rasa respek masyarakat seorang administrator
adalah cerminan teladan bagi khalayak.

Berdasar pada (TribunEnrekang.com 18 Maret 2022). Masalah yang di
dapat adalah Pencetakan KTP elektronik pada tahun 2018 mengalami
keterlambatan denganalasan buruknya koneksi jaringan yang buruk Sedangkan
menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tahun 2018
disebutkan bahwa target masyarakat wajib memiliki KTP sebanyak 167.535
jiwa sementara disebutkan pula bahwa masyarakat yang telah memiliki KTP
sebanyak 167.535 yang menandakan targetnya tercapai. Dari hasil observasi
awal penulis ditemukan beberapa kendala pelaksanaan pelayanan di Dukcapil
Kabupaten Enrekang.

Maka merujuk pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk



melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Electronic Government Dalam

Penyelenggaran Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan

pokokpermasalahan dalam penelitian ini:

1) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi, Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang?

2) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi Sumber
Daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang?

3) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi
disposisi dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang ?

4) Bagaimana Kebijakan Elektonik Government dari segi Struktur
Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektroik Government dari segi
Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

2) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi
Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

3) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi
Disposisi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

4) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi
Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian
penelitian  selanjutnya, serta dapat menjadi acuan bagi

perkembangan anggaran Negara terhadap pengelolaan infrastruktur



serupa

. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
memperluas wawasan yang Kemudian dapat menjadi pembelajaran
terkait teori yang didapatkan, sehingga menjadi gambaran ketika

memasuki dunia kerja nanti



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
1. Pranalia, (2015) Manajemen Electronic Government Dalam Pelayanan
Publik Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pelaksanaan aplikasi
SIMYANDU sudah mencakupi pada 3 (tiga) tipe relasi electronic government
yaitu Government-to-citizens (G-to-C) dimana aplikasi SIMYANDU tersebut
menyediakan media informasi dan layanan dimana dapat mempermudah
masyarakat dalam melakukan layanan perizinan. Government-to-Bussiness(G-
to-B) dimana dengan adanya aplikasi SIMYANDU ini dapat memberikan
kemudahan informasi kepada investor atau pihak swasta yang ingin
melakukan penanaman modal dengan adanya informasi tentang sumber daya
alam serta potensi yang ada pada Kabupaten Kutai Barat, dengan adanya
interaksi yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta akan dapat
membangun relasi yang akan saling menguntungkan. Kemudian Government-
to-Employees (G-to-E) dimana aplikasi SIMYANDU ini membantu pegawai
yang menjadi operator SIMYANDU tersebut dalam proses pelayanan
perizinan.

Electronic government merupakan salah satu upaya peningkatan

layanan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai
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Barat, dimana pemerintah selalu dihadapkan dengan ketidak puasaan
masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah. Electronic
govenment ini juga merupakan bagian dari new public service (NPS),
menurut Denhardt (2003;89) NPS mengakui bahwa orang-orang yang
berinteraksi dengan pemerintah bukan sekedar pelanggan melainkan warga
Negara. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk melakukan reformasi
layanan sesuai dengan kebutuhan rakyat sebagai pengguna layanan karena
fokus utama dari NPS adalah citizens (warga Negara), oleh karena itu
pemerintah harus memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Salah satu reformasi layanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menggunakan
Electronic Government sebagai salah satu layanan yang dapat digunakan oleh
masyarakat dalam proses perizinan, dimana layanan ini dapat memberikan
kemudahan dan keterbukaan informasi sehingga membentuk layanan yang
transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh
Kurniawan yang dikutip oleh Hardiansyah (2011;107) yang menyatakan
bahwa termonologi electronic government dapat diartikan sebagai kumpulan
konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat pusat
maupun pada tingkat daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang
efesien, transparan, dan efektif.

Kebaruan dari penelitian ini dilihat dari temuan yang menunjukan
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layanan Electronic Government dalam proses perizinan tidak mengubah
tufoksi pegawai struktural karena penggerak utama layanan ini hanya operator
sistem, pegawai struktural hanya memberikan data yang nantinya akan di
input oleh operator sistem. Layanan ini hanya memberikan kemudahan
kepada pengguna dan operator system sedangkan pejabat struktural
melaksanakan tufoksi dalam proses perizinan secara manual mulai dari
melakukan verifikasi berkas pemohon izin, melakukan pengecekan lapangan
dengan tim teknis, rapat koordinasi dengan tim teknis, serta pengambilan
berkas dan pembayaran dilakukan secara manual.

2. Willia Satiawati (2016) Implementasi Kebijakan E-government Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan Metode Kualitatif
yaitu penelitian yang digunakan untuk menelitikondisi objek yang alamiah
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif dan
menekankan pada proses analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitianKualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam
penelitian Kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan

dan uraian (Sugiono, 2006).

Penelitian ini juga didesain untuk memperolehinformasi yang

objektif.Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan e-

government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Khususnya di Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat.

Dalam penelitian Kualitatif, sampel dan instrument dipilih secara
purposive sampling dimana pengambilan sampel, sumber data dengan
pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tau tentang apa
yang kita harapkan. (Sugiyono 2006) Pemilihan sampel diambil dari Kepala
Dinas pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil,
Masyarakat selaku pihak yang menerima pelayanan publik.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No 03 tahun 2003
tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan e-government dan
keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
13/Kep/M,PAN/1/2003 tentang pedoman umum perkantoran eletronik internet
di lingkungan industri Pemerintah dan UU No 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU NO 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia bahkan beberapa daerah (pemda)
seperti Jakarta, Yogyakatra, Bandung, dan Malangmemperlihatkan kemajuan
cukup berarti. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan e-government
di Indonesia hinggasaat ini masih ditemukan hambatan dan
tantangan.Menurut Sosiawan (2011) ada beberapa faktor yang menghambat
berkembangnya E-Government dalam pemerintahan Indonesia, antara lain:

a. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-

government dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs
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pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang-
undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada
namun masing-masing pemda masih menerjemahkannyasecara sendiri-
sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak
jelas dan “ngambang’.

b. Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau
minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda
sehinga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-
government.

c. Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi
komunikasi dan informasi belum merata hingga daerahdaerah,
sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi
dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut
juga diperparah dengan masih mahalnya sarana dan prasarana
teknologi ICT.

d. Masih belum meratanya Literacy masyarakat berkaitan dengan
pemanfaatan e-government karena mayoritas penduduk berada pada
garis golongan menengah ke bawah.

Kendala — kendala yang terjadi dalam penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju diantaranya
adalah ;

a. Sumber daya, diantaranya langkanya sumber daya manusia yang
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handal khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Daerah kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,
sehingga membuat egovernment sendiri belum terimplementasi
dengan baik. Kemuadian sarana dan prasarana belum memadai
dikeranakan sebagian alat seperti: computer, alat rekam, dan kamera
dalam keadaan rusak serta jumlah staf pegawai yang masih kurang
b. Disposisi (sikap), sebagian pegawai Yyang bekerja di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat belum melakukan pelayanan yang merata bagi
masyarakat, melakukan pelayanan dengan melihat status, kedudukan
dan suku
c. Struktur Birokrasi, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti SOP
yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mamuju
Berdasarkan masalah yang ada, dilihat dari 4 aspek dari teori Edward
Il yaitu Kominikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Namun
yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Sumber daya, Disposisi,
dan Struktur Birokrasi sedangkan Komunikasi tidak di kategorikan menjadi
masalah karena Komunikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik.
3. Prakoso, (2020) Inovasi Layanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital
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Government

Model kualitatif penulis gunakan dalam riset ini dimana dengan
pendekatan dan model kualitatif, bisa lebih mngeksplorasi dan menganalisis
permasalahan yang muncul dari fenomena sosial yang terkaitdengan layanan
kependudukan (Cresswell, 2017) serta mampu meberikan gambaran yang
spesifik, penataan sosial dan hubungannya (Neuman, 2017:44). Riset ini
sendiri dilaksanakan selama 2 bulan di bulan Agustus- September 2020 di
Kantor Disdukcapil Kukar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi (Cresswell, 2017;
Neuman, 2017). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif (Cresswell, 2017)

Inovasi layanan merupakan suatu hal yang penting untuk
dilakukanmengingat zaman yang bergerak cepat dimana teknologi informasi
menjadi satu hal yang penting untuk diadaptasikan dalam layanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi yang kemudian berkembang pada
pengembangan digital government semakin diperkuat dengan keluarnya
Peraturan Presiden Rl Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan dalam konteks penelitianini, pemanfaatan teknologi
informasi dalam layanan kependudukan di lingkup Kabupaten Kutai
Kartanegara mengacu pada dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Kukar
2017-2021 (Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara, 2019). Kedua dokumen

kebijakan itu yang kemudian menjadi dasar bagi Disdukcapil Kukar untuk
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melakukan inovasi layanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil. Inovasi yang dilakukan itu memiliki tujuan untuk memudahkan,
mendekatkan, dan meningkatkan layanan publik pada masyarakat Kutai
Kartanegara.

Sistem layanan publik berbasis daring bukanlah hal yang baru. Sejak
tahun 2003 pemerintah Indonesia sudah membuat cetak biru dari
pengembangan pemerintahan elektronik atau e-government (lrawan, 2013).
Namun namun dalam kurun waktu selama 17 tahun, pengembangan e-
government belum banyak mengubah tatanan layanan publik. Jika mengacu
pada angka e-government development index pada tahun 2020, Indonesia
berada pada posisi 88 dari 193 negara (United Nations, 2020). Dari sudut
pandang administrasi publik, tantangan utama yang dihadapi dalam abad 21
bagi pemerintah adalah membangun egovernment yang empiris dan efektif
dimana pemerintah mampu memberikan layanan publik melalui internet
Bonsdn, Torres, Royo, & Flores, (2012).

4. Juliarso, (2019) Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatan
Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan deskriptif
analisis, berkaitan dengan implementasi e-government dalam rangka
peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis egovernment di Kabupaten
Ciamis. Pendekatan analisis tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
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E-Government dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan Publik. Analisis implementasi e-government dalam
peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciamis. adapun dalam
penelitian ini menggunakan 3 (tiga) aspekpendekatan, yaitu :

a. Evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia Kabupaten Ciamis.

b. Analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

berbasis e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

c. Evaluasi implementasi e-government Pemerintah Daerah Kabupaten

Ciamis.

Evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia (PeGl) di Kabupaten
Ciamis menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan,
infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Direktorat Egovernment Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
2012). Setiap dimensi dalam PeGl dijabarkan kedalam beberapa kriteria atau
atribut (Fitriansyah, dkk., 2013). Penilaian kualitas pelayanan publik berbasis
e- government menggunakan dimensi dan atribut dalam PeGIl di Kabupaten
Ciamis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri
PAN dan Reformasi Birokrasi tersebut, perlu dianalisis indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis e-government menggunakan
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M
Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Analisis Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik berbasis egovernment
menggunakan prinsippelayanan dengan 14 unsur minimal yang sebagai dasar
pengukuran IKM. Sedangkan untuk evaluasi implementasi e-government
untuk pelayanan publik menggunakan pedoman penilaian sifat transaksi
informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis menggunakan 4 (empat) tingkatan, yaitu tingkatan
persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui pemeringkatan dalam aspek pengembangan dan implementasi e-
government (Sosiawan,2008). Selanjutnya dalam aspek implementasi
egovernment dievaluasi juga terhadap aspek pelayanan publik yang bersifat
Government to Government (G2G), Government to Business(G2B), atau
Government to Consumers (G2C).

Penelitian ini dilakukan pada beberapa SKPD Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
pengamatan langsung, hasil survey dan wawancara berkaitan sistem, aplikasi
dan data transaksional dari situs e-government www.ciamiskab.go.id. Data
hasil survey menggunakan data sekunder yang berasal dari Bagian

Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
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dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Ciamis. Data kondisi aplikasi
pada pengelolaan e-government Kabupaten Ciamis berasal dari Bagian PDE
pada bulan Oktober 2017. Data terkait dengan kondisi faktual e-government
Kabupaten Ciamis menggunakan pengamatan langsung pada situs
www.ciamiskab.go.id pada bulan Oktober 2017. Untuk data kepuasan
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciamis
menggunakan data responden dari para pelanggan yang telah melakukan
transaksi perijinan pada BPPTPM secara online pada kondisi sampai dengan

Oktober 2017.

5. Hilyatul Azkiya (2019) Penerapan E-Government Dalam Peningkatan
Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Program E-Tax Pajak Restoran
Di Kota Malang)

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif. Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk
menggambarkan tentang penerapan e-Government dalam peningkatan
pelayanan publik pada pelaksanaan program e-Tax pajak restoran di Kota
Malang.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang dan Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Alasan memilih lokasi penelitian di Kota

Malang dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang adalah
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sebagai berikut:
a. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan pelaksana
teknis program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang dan menjadi

Role Model Zona Integritas Anti Korupsi di Pemerintahan Kota

Malang

b. Kota Malang merupakan kota pertama yang menerapkan program e-

Tax di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 2013 dan

memperoleh penghargaan sebagai kota terbaik dan kota potensial di

Bidang Pariwisata oleh Indonesia Atractive Awards (IAA) Tempo

Group dan Lembaga Riset Frontier.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan secara
purposive yang kemudian berlanjut dengan menggunakan teknik snowball.
Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa staff di Badan Pendapatan Daerah
(BP2D) Kota Malang yang bertugas dalam mengelola program e-Tax pajak
restoran merupakan informan yang penting dalam menjawab semua
pertanyaan yang ada. Selain itu masyarakat/wajib pajak restoran juga menjadi
elemen yang penting sebagai penerima layanan melalui program e-Tax pajak
restoran yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota
Malang. Sehingga peneliti memilih 4 informan selaku pihak pengelola dan
staffBP2D Kota Malang dan 4 wajib pajak restoran di Kota Malang.

Terbentuknya program e-Tax pada 28 Oktober 2013 dilatarbelakangi
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oleh keinginan pemerintah Kota Malang untuk menciptakan inovasi-inovasi
dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
transparan. Program e-Tax merupakan salah satu bentuk penerapan konsep e-
Government yang dilaksanakan oleh BP2D Kota Malang dengan berbasis
teknologi informasi dan internet. Program ini mulai aktif berjalan pada akhir
tahun 2013. Kota Malang merupakan implementor pertama di tingkat
Kota/Kabupaten seluruh Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur pada tahun
2013.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan e-Government pada
pelaksanaan program e-Tax pajak restoran di Kota Malang, peneliti
menggunakan indikator atau kriteria dari teori eGovernment. Indikator
tersebut antara lain adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas,
dan pemberdayaan. Indikator tersebut diukur berdasarkan skema pelaksanaan
program e-Tax pajak restoran di Kota Malang. Skema program e-Tax yaitu:
(1) input/rekapitulasi data, (2) monitoring, (3) pembayaran, dan (4) pelaporan
SPTPD. Berikut hasil penelitian menggunakan kriteria-kriteria pada proses

pelaksanaan e- Tax pajak restoran.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah berupa

keputusan politik dalam melakukan arah tindakan tertentu secara terencana.
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Hal tersebut sejalan dengan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh
United Nation dalam Wahab (2011) yang mengatakan bahwa kebijakan ialah
pedoman umum atau khusus, luas atau sempit, longgar atau terperinci, bersifat
kualitatif atau kuantitatif, maupun publik atau privat. Kebijakan dalam
maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar
pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai
aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Dalam buku Hakim & Mustari (2019) Kebijakan publik merupakan pili
han yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak
melaksanakan sesuatu. Menurut Dye (1995), kebijakan publik adalah segala
sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan sesuatu.

Kebijakan publik menurut pendapat para ahli yang terimpun secara
konkret dibawah ini adalah penting menjadi perbandingan dari pengetahuan
kebijaksanaaan di atas. Harold laswell dan Abraham Kaplan (1970)
mendefinisikan kebijakan publik adalah prosedur yang tidak dipengaruhi oleh
citi-cita dan praktik. Sementara itu, David Easton (1965) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Sedangkan James
Lester dan Robert Stewad (2000) memberikan definisi yang berbeda, bahwa
kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau
pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan

masalah publik yang actual dan fiktif. James Anderson (2000) mengemukakan
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kebijakan sebagai pelaksana tindakan yang relative stabil dan digunakan untuk

tujuan tertenntu, diikuti oleh satu atau lebih peserta dalam menangani masalah

Suratman et al., (2019).

a. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Yehezkel Dror dalam Uddin dkk (2017:32) mengemukakan

ciricirikebijakan publik sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Sangat kompleks

Prosesnya bersifat dinamis
Komponen-komponen beraneka ragam

Peran masing-masing substruktur berbeda-beda
Memutuskan

Sebagai pedoman umum

Untuk mengambil tindakan

Diarahkan pada masa depan

Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah

10) Dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan

11) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum dan

12) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin

b. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Hayat (2018:33-34) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan

Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi mengemukakan tujuan

kebijakan publik dapat dibedakan melalui :
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2)

3)

4)
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Sumber daya atau resources, yaitu antara kebijakan publik yang
bertujuan mendistribusikan sumber daya negara. Sebagai contoh,
kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada
daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumberdaya.
Regulatif dan deregulatif, kebijakan bersifat mengatur dan
membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang
dan jasa, kebijakan HAM dan sebagainya. Sedangkan kebijakan
deregulatif bersifat membebaskan seperti kebijakan privatisasi dan
kebijakan penghapusan tarif.

Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan
yang bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai
kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan
desentralisasi. ~ Sedangkan  kebijakan  stabilisasi  adalah
menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak
sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun
sosial. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan tentang keamanan
negara dan kebijakan penetapan suku bunga.

Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara
adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran
negara, seperti kebijakan tentang pendidikan nasional yang
menjadikan negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional

daripada publik. Sementara kebijakanyang memperkuat pasar atau
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publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran
publik atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti
kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
kebijakan Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Geoerge Edward Ill dalam Kapahang et al., (2020) terdapat 4
faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan impelemntasi
kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi (2) Sumber Daya (3)
Disposisi (4) Struktur Birokrasi

a. Komunikasi

Menurut Edward, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian

informasi kominikator dan komunikan”. Informasi mengenai kebijakan

public menurut Edward perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan
dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan
untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran
kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

Edward mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai

peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward

bahwa sumber daya tersebut melihat sumber daya manusia, sumber
daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas konsisten impelementasi
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program dan sebagaimana akuratnya komunikasi di Kirim jika personel
bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber
daya dalam melakukan tugasnya kompenen sumber daya ini meliputi
staf, keahlian dari para pelaksana , informasi yang relevan dan cukup
untuk mengimplementasikan kabijakan dan pemenuhan sumber-
sumber terkait dalam pelaksanaanprogram, adanya kewenangan yang
menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang
diharapkan serta adanya fasilitas- fasilitas pendukung yang dapat
dipakai untuk melakukan kegiatan.

Disposisi

Disposisi menurut Edward dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan
dapat di wujudkan”. Edward mengatakan bahwa jika implementasi
kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana tidak
hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai
kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga

harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

. Struktur birokrasi

Menurut Edward struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti
sruktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit

organisasi dan sebagainya. Terdapat dua Kkarasteristik utama dari
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birokrasi yakni: Standard Operasional Procedure (SOP) dan

Fragmentasi
2. Konsep E-Government

E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan publik yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi media informasi dan
sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik
kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga
pemerintahan. Implementasi E-Government dalam penerapannya dimulai
dalam bentuk layanan yang cukup sederhana yaitu penyediaan data dan
informasi yang berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan maupun pembangunan sebagai bentuk dari wujud keterbukaan
(transparency) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten
Enrekang menghadirkan PINDU ini sebagai wadah untuk masyarakat supaya
dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang diinginkan,
dan pula berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan
public serta menerapkan sistem berbasis on-line yang didukung oleh
perangkat teknologi modern.

Kepentingan warga masyarakat Enrekang ini tentunya akan disediakan
dan dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif.
Sebab itu unit analisis yang ada pada penelitian kali ini yakni penerapan E
Government di dinas komunikasi informatika dan statistik Kabupaten

Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
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adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara,
observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian
ini  menjelaskan bahwasannya penerapan E-Government pada dinas
komunikasi informatika dan statistik Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat
diukur berdasarkan indikator pengukuran aspek-aspek di dalam mewujudkan
E-Government. (Safitri, 2016)

Di lain sisi, Pemerintah Federal Amerika Serikat juga mendefinisikan
e- Government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu e-Government refers to
the delivery of Government information and services online through the
internet or other digital means. Serta adapun definisi lain yang dikemukakan
oleh , Zweers and Planque, yaitu e-Government berhubungan dengan
penyediaan informasi, layanan maupun produk yang disiapkan secara
elektronis oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai
lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Tanpa mengecilkan arti dari
beragam definisi yang telah disampaikan diatas setidak-tidaknya ada tiga
kesamaan karakteristik dari setiap definisi Electronic Government (e-
government), yaitumerupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan
(stakeholder). melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet.
tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan
terhadap masyarakat.

E-Government merupakan sebutan dari beberapa kelompok, diartikan
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secara luas. Kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang berguna
sebagai cara untuk membantu melaksanakan sistem pemerintahan secara lebih
baik lagi. Karena itu, dalam memandang e-government, jangan terfokus pada
kata ’¢’ - nya saja, tetapi yang terpenting adalah cara berjalannya
pemerintahan melalui media elektronik berbasis online. Lantas ditemukan dua
hal paling utama dalam pengertian e-Government di atas, merupakan
pemakaian teknologi komunikasi informasi, satu dari beberapa alat bantuyaitu
internet, dan kedua adalah sasaran pemanfaatan teknologi supaya proses
pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi. Seluruh cara atau mekanisme yang
ada di pemerintahan bisa didapat dengan lebih cepat sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan, melalui teknologi informasi/internet. E-Government
tidak hanya menukar cara pemerintah dalam berhubungan kepada warga.
Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan kantor-kantor pelayanan,
berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau
mentransfer surat, sesuai dengan konsep e-government, fungsi utama e-
Government adalah dengan memakai teknologi informasi yang bisa
membangun hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Informasi,
komunikasi, dan transaksi sekitar masyarakat dan pemerintah dilakukan
dengan fasilitas online, sesuai dengan pelaksanaan e-government. Sehingga
ada beberapa profit yang didapatkan seperti contohnya, koneksi dengan sistem
administrasi terjadi dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Intinya,

fasilitas pemerintahan dengan masyarakat menjadi sangat cepat, service dan
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berita bisa disajikan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Berita bisa
dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun dan kapanpun tanpa
mendatangi kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum.
Kecepatan penyediaan sama artinya dengan penghematan pada waktu, energi
serta sumber daya. Selain provit tersebut, akses berita ke pemerintah menjadi
tidak terbatas dan sangat luas sampai tidak ada lagi istilah ’kalangan atas’ dan
’kalangan bawah’ di depan pemerintah. Baik negara dan masyarakat dari
semua kalangan saling terbuka dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang
mengarah pada kebebasan. Terwujudnya kebebasan (transparansi)
dimaksudkan agar proses demokratisasi dan kebebasan politik serta
administrasi. Dengan begitu ide ini diharapkan bisa mengurangi kecurangan
terhadap kebijakan pemerintah, karena keterbukaan kebijakan dan
pelaksanaan otonomi daerah akan makin mudah dikelola dan diawasi.
(Budiarti, 2006)

Menurut Bastian (2003), dalam konsep e-gov, paradigma pelayanan
harus dirubah total. Face to face, satu atap, formulir, loket, antrian, bising,
tidak nyaman, tanda tangan, dan kegiatan pelayanan sebagaimana biasa kita
lihat atau alami, harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya adalah papan
ketik komputer (keyboard), central processing unit (CPU), layar monitor, dan
jaringan, titik. Hal ini tentu membawa implikasi pada perubahan manajemen
pelayanan yang selama ini ada. (Habibullah, 2010)

Menurut  Mustopadidjaja  (2003) mengemukakan  Electronic
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Government merupakan substitusi ungkapan Electronic Government (e-gov)
yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang
berbasisinternet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program
dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang
terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal.
World Bank (WB, 2000) memandang e-gov merupakan adopsi dari
perkembangan dan pemanfaatan teknologi perbankan sedunia. Pengembangan
e-gov, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi
dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan
teknologi digital lainnya. Selanjutnya Indrajit (2005), mengemukakan e-
Government adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan
yang sesuai dengan obyektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas
yang berkepentingan. E-gov adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis
teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam
hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait
lainnya menuju good Government (World Bank, 2001). E-gov. diperuntukkan
ke dalam:

a. Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet
berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan
pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis,
pegawai, dan pemerintah lainnya;

b. Suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai
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informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien
bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis;
dan
Pemanfaatan teknologi informasi seperti wide area network (WAN),
internet, world wide web, komputer oleh instansi pemerintah untuk
menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya
untuk: memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan
kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui
akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah
bekerja lebih efisien dan efektif. Menurut Mustopadidjaja (2003), e-
gov, juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB
(jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakanaplikasi
interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan
atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk,
dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun
antar negara. Dari rumusan pengertian tersebut di atas jelas bahwa e-adm (e-
gov) merupakan pemanfaatan danpendayagunaan teknologi komunikasi dan
informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain:
1) Meningkatkan efisiensi pemerintahan;
2) Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara
lebih baik;

3) Memberikan akses informasi kepada publik secara luas.
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4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung
jawab dan transparansi kepada masyarakat. (Habibullah, 2010)

E-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing masing

individu atau komunitas. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi. di
bawah ini mengenai e-gov di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang
sistem pemerintahan mereka:

a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e- Government
secara ringkas, padat, dan jelas, sebagai : E- Government mengacu
kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan
melalui internet atau media digital lainnya.

b. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat,
mendefinisikan e-Government sebagai :

1) Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk
memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis
dalam memakai layanan pemerintahan.

2) Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat
disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen
pemerintah dan pegawainya.

Pemerintah New Selandia melihat e-Government sebagai berikut: E-

Government adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan sebuah
teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan

akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk
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menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi
dalam proses dan institusi demokrasi.

Menurut  kominfo, “e-Government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan
efisien”.

World Bank mendefinisikan bahawa “e-Government merupakan
penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk
memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah” Mengapa definisi e-
Government menjadi beragam ada beberapa faktor penyebabnya yang semua
bermuara pada beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum,
tetapi karena setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-
beda, maka konsep e-Government pun menjadi beraneka ragam.

b. Wahana aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian
banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang
berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis
interaksi dan transaksi.

c. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro

dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat
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sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik,
kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan. Secara umum, e-gov
di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik ( juga disebut e-gov,
digital government, online Government atau transformational Created
with government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lainyang berkenaan dengan
pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif,
yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan -efisiensi
internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan
yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-
to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government- to-
Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan
yang paling diharapkan dari e Government adalah peningkatan
efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari
pelayanan publik. Model e-Government yang diterapkan di negara-
negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan
perkembangan e-Government dalam perencanaan jangka panjang.
Sebagai contoh, pentahapan e-Government yang diterapkan di
Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahap/fase yaitu :

1) Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Dalam

fase ini,informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan
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dalam website pemerintah.

2) Fase kedua, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan
lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail
dalamwebsite pemerintah.

3) Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi
masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai
diterapkan.

4) Fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat
secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah
dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait
(pemerintah ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, serta sektor
swasta). (Simangunsong, 2010).

Government, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup
seluruh  mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan
kelompok-kelompok  masyarakat mengutarakan  kepentingan  mereka,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mereka. Governance mengakui bahwa didalam
masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada
tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat.

(Wijaya, 2015).
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Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8
Tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi e-Government dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Government to Government
Government to Government Aplikasi e-Government dalam kategori

ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau antar
negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah
pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari
instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi.
Pada umumnya aplikasi jenis Government to Government bekerja diatas
satu jaringan data yang disebut sebagai internet yaitu jaringan data yang
digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah. Beberapa contoh
aplikasi Government to Government antara lain:

1) Koordinasi dan konsolidasi anggaran;

2) Koo